PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR /4 TAHUN 2007

TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PPNSD)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG
Menimbang

a. bahwa dalam rangka memperlancar dan

memudahkan penegakan Peraturan Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupgten
Lebong, dalam melaksanakan tugas penyidikan
bagi  aktiftas pemerintahan maka perlu

mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PPNSD);

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah,

bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagiamana
dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan  Propinsi  Bengkulu (Lembaran
Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembarana Negara R| Nomor 2828),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pldana (Lembaran Negara Rl Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Un

dang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara R| Tahun 1999

Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nom

or 3890);
4. Undang-Uncang Nomor 39 Tahun 2003 tentan
. Pembentukan Kabupaten Lebon d -
Sollolbagth g dan Kabupaten

Propinsi Bengkulu (Lembar
Negara Rl Tahun 2003 Nomor 154, (Tambahzrr:
Lembaran Negara Rl Nomor 4349):
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5.

10.

.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 to'nbmg
Pembentukan  Peraturan Panﬂf"l”ﬂ‘“n(Mngrﬂ’?
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9%,
Tambahan Lembaran Negara Ri Normor 4369)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Hepara

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan [Lemharan
Negara RI Nomor A437); aehagaimana talah
diubah dengan Peraturan Pamerintah Pr:m;g;imﬁ
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tr_mt,m’é
Perubahan Atas Undang-Undang Nomof 32 Tebun

2004 tentang Pemerintahan Danrah (Lembaran
| Negara RI Tahln 2005 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4483) yang telah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomgr
Tahun 2005 (Lembaran Negara Rl Tahun 2009
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4548),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun

1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 2854),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah  Kabupaten [/ Kota
(Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3747);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2006 tentang Lembaran Daerah i
2000 dan Berita
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1
o ,
14, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tal;:ir;
2003 tentang Pedoman Pembinaan Peny

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tal’_\u,?(
2003 tentang Pedoman Operasional Penyidi
Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan
Peraturan Daerah;,

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Penyelenggaradn

Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUAPTEN LEBONG

dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN
Menetapkan “.  PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH (PPNSD)

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peratuan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
c.  Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;

d. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;

e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lebong;

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan;

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:
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penyidik pegawai Negeri Sipil Daerah yan selanjtnya disingkat dengan
ppNS Daerah adalah Pejabat Pegawa tgleggri gipil tertentu di Lingkungan
pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus olen undang-undang
untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

penyidik - Polisi - Negaia Republik Indonesia yang selanjutny? disingkat
benyidik POLRI adalali Pejabat Polisi Negara Republik Indonesi2 o

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan,

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomaor g Tahun 1981 untuk mencaft
serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,

Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas
PPNS Kabupaten |_ebong; \

_Operasi. penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi

penegakan Peraturan; Daerah dan Peraturan Perundang-und angan yang
dilakukan oleh PPNS sacara terpadu dengan sistem peradilan ditempatl

pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Yyang
selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam
rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil dibidang Penyidikan
peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah;

surat Tanda Tamat pendidikan dan Pelatinan yarg selanjutnya disingkat
STTPP adalah surat tanda lulus dan bukti bagi PNS yang telah mengikutl
pendidikan dan pelatinan khusus dibidang Penyidikan Peraturan Daerah.

BAB Il
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Wewenang

pasal 2

PPNS Daerah perkedudukan dibawah dan bé rtanggungjawab kepada Bupati.

(2)

)

M

pasal 3

ppPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah.

Selain melakukan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PPNS Daerah dapat melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Undang-
undang atas perintah perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana Qimaksud ‘pada ayat (1) dan ayat
(2) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik
POLRI.

pasal 4

Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara
tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai
wewenang '

Dipindai dengan CamScanner




a. Menerima laporan gy

| au pengaduan o
tindak pidana atas pe|

ari seseorang mengenai adanya

, anggaran Peraturan Daerah;

b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; ,

c. Menyuruh berhent; Seseorang dan memeriksa tanda pengenak diri
tersangka:

d. Melakukan Penyitaar benda atay surat;

e. Mengambil sidik jar; c.an memotret sesebrang;

f. Memanggil orang Urtuk didengar da diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

Q.

Mendatangkan orang

pemeriksaan perkara: . .

h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidz k terda

Pat cukup bukli atau peristiwa tersebutl bukan
merupakan  tinda: pidana  dan®

ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

selanjutnya  melalui  penyidik
memberitahukan ) tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya:
.. Mengadakan tindakan  Jain menurut  hukum  yang  dapat
dipertanggungjawabkan_
(2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau
penahanan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

-

Pasal 5
(1) PPNS Daerah disa

mping  memperoleh hak-haknya
sebagaimana dimaksuyd da

lam Undang-Undang
dapat diberikan uang insentif.

sebagai PPNS
Nomor 43 Tahun 1999,

(2) Besamya uang insentif sebagaimana dima
dengan Peraturan By

ksud pada ayat (
pati dengan memperh
Keuangan Daerah.

1) ditetapkan
atikan kondisi da

n kemampuan

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban -
a.  Melakukan penyidikan, menerima laporan dan
terjadinya pelanggaran atas Peraturan

Pengaduan mengenai
Daerah:
b.  Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
POLRI dalam wilayah hukum yang sama paling lambat 1 X 24 Jam;
C. Membuat Berita Acara seliap tindakan dalam hal :
1) Pemeriksaan tersangka:
2) Pemasukan rumah;
3) Penyitaan barang;
4) Pemeriksaan Saksi:
) Pemeriksaan tempat kejadian.
d.

Membuat laporan pelaksanaan {

Ugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit
kerja masing-masing.
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Bagian Ketipa

Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhe

Pasal 7

Pengangkatan PPNS Dacrah diusulkan oleh Bupati
dan HAM melalul Menteri Dalam Negeri, dalam

Depanemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gu

Pasal 8

ptian

kepada Menteri Kehakiman
hal ini Sekretaris Jenderal

bernur.

S a;at-syarai pengangkatan pengangkatan Pegawai Negefi Sipil menjadi PRNS

paerah terdiri atas

pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat | (Wb);

pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3)

Telah lulus pendidikan dibidang Penyidikan

a

b.

c. Ditugaskan dibidang {eknis operasional,
d.

e.

Dafar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun perturut-

turut dengan nilai rata-rata baik;

. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal ‘5

(1) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana

peraturan Daerah ini harus melampirkan

a. Photo copy.. Peraturan Daerah yang menjadi

dimaksud dalam Pasal 7

dasar hukum pemberian

kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
b, Surat Keterangan Wilayah Keria Penyidik Pegawali Negeri Sipil yang

diusulkan;
c. Photo copy jjazah terakhir,

d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang

dilegalisir;

e. Photo copy Penilaian Pelaksanaan Pekerja

tahun terakhir yang di legalisir;

an (DP3) selama 2 (dua)

f Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan {elatihan (STTPP)
pendidikan khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir,
g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang

persangkutan berbadan sehat.

(2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-

masing dalam rangkap 4 (empat).

pPasal 10

(1) Mutasi PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh

Bupati.

(2) Usul Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten / Kota dilingkungan Pemerintah

Propinsi Bengkulu, disampaikan kepada Gubernur.

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sek_retaris Jenderal Departemen Dalam
Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 11

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatnnya karena .
a. Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil;

b. Atas permintaan sendiri;

3- Melanggar disiplin kepegawaian;

n
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah,

grﬁeninggal dunia.
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Pasal 12

3 - € WP B
(1) Eigﬁﬁ::gm:‘nﬁf "::Io)k 1-3l'\mrnh sehagaimana  dimaksud dalam Pasal 11
pall kepada Monlerl Kehakiman dan HAM melalul Menteri

palam Negeri dalam hal inl Sak
. retaris . f :
dengan tembusan kepada Gubernur Jondoral Dopartemen Daiam egel

smberhentian PPN
@) Usul pem S Daerah sebagalmana dimaksud ada ayat (1
harus disertai dengan alasan-alasan dan b?lktl p““.dukungnya. p yat (1)

Pasal 13

usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaima
\ aele agaimand ud dalam Pasal 12
disampaikan kepada Menteri Kehakiman dag |-|N~.‘;.’l Cjeme

Bagian Keompat
Sumpah/Janji dan Polantikan

Pasal 14
sebelum dilantik, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 15

pPNS Daerah dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak
atas nama Bupati.

Pasal 16

(1) Tatacara pelantikan can sumpah / janji DPNS Daerah terdiri atas
a. Pembacaan keputusan Pengangkatan PPNS;
b. Pengucapan sumpah / janji dihadapan saksi Rohaniawan,
¢. Penandatanganan Berita Acara Sumpah [ janji;
d. Pelantikan.

Pasal 17

Susunan acara pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16
ayat (1) huruf d, sesuai dengan ketentuan keprotokolan di lingkungan Pemerintah

Daerah.

Pasal 18

Tempal Pelantikan sumpah / janji PPNS Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Baglan Kelima
Kartu Tanda Pengenal

pasal 19

(1) Pegawai Negeri q.ipil yang telah d'iangkal sebagai PPNS Daerah, harus

mempunyai Kartu 1Fanda Pengenal.

al sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

(2) Kartu Tanda Pengen 4
kepada Sekretans Daerah Kabupaten

oleh Bupati dan dapat di delegasikan
L.ebong atau Kepala Bagian Hukum.

(3) Kartu Tanda pengenal sebagaimand dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
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©) penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 10 ayat (2) diterbi : il is
Daerah Kabupaten it e el FRsl dalam hal ini SeKret2t

ntian Kartu Tanda Pe . _ , d
M Bobiise 1 Pengenal karena mulasi sebagaimana dimaksu
daliar Pasel 19 9¥21 ) clisth fuin OB  4alam hal inbi
Sekretaris Jendral Departemen Dalam Nzlgi”r?” Dalam Negeri da

Pasal 21

) perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1), usulannya harus dilengkapi :
a. E hoto copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
b, Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah;
c. Photo  copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir
jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil
4. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk 1 (satu)
tahun terakhir;
e. Pas Photo ukuran 2 X 3 cm (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar:

dalam

(2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dalam
rangkap 2 (dua).

BAGIAN KEENAM
Pelaksanaan Penyidikan

Pasal 22

(1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi
dengan surat Perintah Penyidikan;

(2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.

BAB I
OPERASIONAL

BAGIAN PERTAMA
Ruang Lingkup dan Syarat-Syarat Operasional

Pasal 23

Ruang Lingkup Operasional Peny'idik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas -
3. Rencana dan kegiatan penyidikan;
b. Administrasi Penyidikan;

¢. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 24

¥ 1
Pelaksanaan Operasior.al Penggakan peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan

PPNS Daerah yang memenuhi syarat-syarat : ‘ |
a. Mendapaty gurat Keputusan pengangkatan sebagal PPNS dari Menteri
Kehakiman dan HAM;

b, Dilantik sebagal PPNS Daerah; o
c. Mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS yang diterbitkan oleh Bupati dan

masih berlaku,
d. Bertugas pada
Daerah yang mengandun
e Tidak bertugas dibidang tata U
dan keuangan: , ‘
f.  Ada SuratgPerintah Tugas darl gekretaris Daerah Kabupaten Lebong atau
Pejabat yang berwenang.

Dinas/Instansi yang melaksanakan/mengawal peraturan

g sangsl pidana,
saha dan administrasi, termasuk lkepegawaian
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(2)
3

BAGIAN KEDUA
Pelaksanaan Operasi

Pasal 25

pelaksanaan Operasi Penegakan Perat ;
' isi u jam
pentuk Qperagi_yuslls1 dan atau non Wslisrian Daerah dapat dilakukan daia
gf‘ij;;nyéfég;a?:“ non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Hlaasii Operasi yusrf:;d Ua‘:enganlmelibaikan i ctansi terkait i Daerah:

: as pela
penerimaan Daerah. pelanggaran Peraturan Daerah merupakan

Pasal 26

pelaksaﬂﬂaﬂ Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 terdiri atas

persiapan;
pelaksanaan Kegiatan Operasi;
penindakan (PemanggiianJPemeriksaan dan Penyeiesaian).

Pasal 27

petunjuk Pelaksanaan Operasional PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 25 sebagaimana tercantum dalam lampiran || Peraturan Daerah ini.

BAB IV
'PENYELENG'EBARAAN PENDICYKAN DAN PELATIHAN

E | ;
Bagian Pertama
Tujuan dan Sasaran

Pasal 28

Tujuan Diklat PPNS Daerah untuk :

a.

b.

c.

Sacaran Diklat PPNS Daerah adala
dalam rangka penegal

Pendidikan dan Pela

a.
b.

gat pengabdian pPPNS Daerah yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakal:
Meningkatkan pengetahuan keahlian dan atau keterampilan serta

pembenlukan sedini mungkin kepribadian PPNS Daerah;

Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan pernalar agar memiliki
wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum dibidang
pemer’mtahan dan pembangunan;
Meningkatan profesiona'.isme pPpPNS Daerah dalam melaksanakan

pencgakan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Memantapkan seman

Pasal 29

h untuk tersedianya calan PPNS Daerah
an penyidikan atas pelanggaran peraturan Daerah.

BAGIAN KEDUA
Jenis Pendidikan dan Pelatihan

Pasa|30

tihan PPNS Daerah terdiri atas .

_Diklat Calon PPNS Jaerah; )
Diklat Peningkatal '.-l(emampuan pPNS Daerah.
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Pasal 31

piklat Calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf 3

(N alenggarakan unt K pers i
diselengga untuk persyaratan wajib dal: g Daerah
menjad! PPNS Daerah. j:delam pengangkatan PH

piklat Peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 'huruf b diselenggarakan untuk PPNS Daerah yang meliputi
gimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

\3)

Pasal 32

gimbingah teknis sebaga.mana dimaksud® dalam Pasal 31 ayat (2)
disdeﬂqqmaka” untuk meningkatkar: keterampilan dan penguasaan pengetahuan

o~

pPNS dibidang penyidikan Peraturan Daerah.
Pasal 33

piklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayatl (2)
dise\gnggaraiﬁan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki
jabatan fungsional.

BAGIAN KETIGA
Peserta Diklat

Pasal 34

(1) Peserta Diklat calon PPNS Daerah adalah Pegawal Negeri Sipil (PNS)
Daerah;

(2) Peserta Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah adalah PPNS
Daerah.

Pasal 35

PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat kedinasan di luar Diklat PPNS Daerah,
sebelum diangkat menjadi PPNS Daerah wajib mengikuti Diklat PPNS Daerah dan

dinyatakan lulus.

BAGIAN KEEMPAT
Penyelenggaraan Diklat

Pasal 36

penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah
dalam hal ini Bagian Hukum dan atau Badan Diklat Daerah perkoordinasi dengan

instansi terkait.

BAGIAN KELIMA
Materi Kurikulum dan Silabi

Pasal 37

Diklat PPNS Daerah dirumuskan dalam

(1) Materi Kurikulum dan Silabi a
rerdiri atas pengantar, Dasar Umum utama,

kelompok mata pelajaran yang

Utama dan pPelengkap: _ ) . '
(2) Selain Kelompok mata pelajaran Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan latihan kena. |latinan tehnik c_eramah dan diskusi:
(3) Materi Kurikulum dan Silabi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

ditambah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah;

(4) Materi, Kurikulum dan silabi Diklat PPNS _Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran Il Peraturan Daerah ini.
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BAGIAN KEENAM
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Polatihan

Pasal 38

Kepada peserta yang telah mengikuti i dan telah

(1) dinyatadkan e diberikan STTPPg.l uti Diklat calon PPNS Daerah

g) Penandatanganer STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada

(2) [agian depan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Jtas nama Bupati dan
Kepala Kepolisian Resort dan pada bagian belakang oleh Kepala Bagian
Hukum dan atau kepala Diklat Kabupaten Lebong.

Pasal 39

1) STTPP berbentuk empat persegi d — Jongan ukuran
" 35 x 22.cm, pat persegi dengan posis| horizontal deng
(2n foamet depan berlatar balakang gambar lambang Garuda Pancasila dan

dilengkapi dengan pas photo ukuran 4 x 6 yang terbaru, ditempatkan pada
tempat yang telah cdisediakan;

(3) Bentuk STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum
dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini,

BAGIAN KETUJUH
Tenaga Diklat

Pasal 40

Tenaga-tenaga Pengajar Diklat PPNS Daerah terdiri atas pejabat di lingkungan
pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Widyaiswara
yang memiliki pengetahuan dibidang penyidikan serta penyusunan Peraturan

Daerah.
Pasal 41

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi
a_ Pembinaan Umum,

b. Pembinaan Teknis;

c. Pembinaan Operasional.

Pasal 42

(1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan
oleh Menteri Dalam Negeri, \
(2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian
pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan suparvisi yang berkaitan dengan
pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 43

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf ¢ dilakukan oleh
Menteri Kehakiman dan 1AM, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas

dan fungsi masing-masing.
pasal 44

(1) Pembinaan Operasional_ bagi PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 hurut € Peraturan Daerah
ini, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.

(2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal inl,

berupa petunjuk teknis operasiona1 PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah
daerah.

pPasal 45

(1) Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasional

a
PPNS Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah Kabupaten

bekerjasama dengan Instansi terkait. . _
(2) - Tim Pembina PPNS Daerah sebagamana dimaksud pada ayat (1)

WEW__L—»
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BAB VI
Pembiayaan

Pasal 46

1) gegala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana
( dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan b diusulkan untuk dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Dan Belajna Negara (APBN). .
segala biaya yang be kaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf ¢ dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operas
Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong.
(4) Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat
ditingkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
Daerah Kabupaten.

ional PPNS Daerah

PPNS Daerqh
dan Belanja

BAB VIl
Ketentuan Peralihan

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
\eknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

, BAB VI
=z Ketentuan Penutup

Pasal 48

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan
Pada tangga

J/Drs. H. DALHAD! UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

A/, SEKRETARIS DAERA% | e ﬂ
/ cond A LADUPATEN LEBOME

e

SRR RUKUM

* ; h/ffranﬁu;:amumaum
| o )
Drs. S IE EDDY IRHA VL NARUNTEY LEBOMG 7

LEMBARIAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOVOR . /7 TAHUN 2007
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BAB VI
Pembiayaan

Pasal 46

|a biaya yang perkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimaﬂa

Segd
k dibebankan kepada

(1) Jimaksud dalam Pasal «+1 huruf a dan b diusulkan untu
Anggaran Pendapatan [1an Belajna Negara (APBN).
egala biay23 yang berkaitan dengan pelaksanaan gaiman’
gimaksud dalam Pasal 41 huruf © dibebankan kepada Anggaran Fer
an Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
o egala mayalyang berkaitan dengan pelaksanaan 0pefasi°"‘a" PPNS Daerah
Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong.
@ semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraaﬂ ikiat PPNS Dacre?
ditingkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja

paerah Kabupaten.

BAB Vil
Ketentuan Peralihan

pasal 47

rah ini, sepanjang mengenai

ng belum diatur dalam Peraturan Dae
Bupatl.

Hal-hal ya
ur lebih lanjut dengan Peraturan

teknis pelaksanaanya akan diat

sAB Vill
) Ketentuan Penutup

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan
Pada tanggal

pDiundangkan
Pada tanggal 3

AH KABUPATEN LEBONG
14 TAHUN 2007
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IRAN | il &2~
LAMP ; Eg:;g#RAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TANGGAL T

NASKAH BERITA AC
ARA
SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN PPNS DAERAH

L NASKAH BERITA ACARA SUMPAH | JANJI PPNS DAERAH

A, Bagi Pemeluk Agama Islam

pada har inl ........... tanggal .... b dengan
mengambil tempat di ... sasl;;“Nar‘;JJ:n """"""" tahuanp ...... g
pangkat / Golongan .......... Jabatan .......... dengan disaksikan oleh
2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. :ama ................... Ni_p ............. Pangkat / Golongan .........-

2. Nama SR ., < J— Pangkat / Golongan .......--:

Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama .......

NIP eeeene . Pangkat / Golongan .......... yang diangkat berdasarkan
#epuluslan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor ... .
anggal ..........

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan
mengucapkan sumpali / janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, sa;_a bersumpah *

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Bahwa saya akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung kehormatan Negara,
Pemerintah dan Martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan
senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan
saya sendiri, seorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk
kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH YANG MENGAMBIL SUMPAH

. SAKSI-SAKSI
ROHANIAWAN PEJABAT LAIN

....................
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B. pagl Pemeluk Agama Kristen

pada hari n .. tanggal ... I
mengar?bfll éerlnpat dv e sayamN:erlwlzn """"" tahun N|p """"""" g
pangka olongan .......... Tabiiay ot | st
0 (dua) orang saksi, masing-masing: dengan disaksikan

1. :amg ARREIIITITPIR Nip ............. Pangkat / Golongan .......---
S e NIp .o, Pangkat / Golongan ........--

Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama ......-

NIP oeeeeee Pangkat / Golongan .......... yang diangkat berdasarkan

RepUiLEat Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia NOMOT ....covver
Tanggal ..........

penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan
mengucapkan sumpah / janiji sebagai berikut :

« Demi Allah, saya bersumpah *

. Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

. Bahwa saya akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya
- dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

. Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung kehormatan Negara,
Pemerintah dan Martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan
senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan
saya sendiri, seorang atau golongan.

. Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya,rahasiakan.

Bahwa saya, al".an bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk
kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH YANG MENGAMBIL SUMPAH
RPN - I FLTLLAL ) s e oo v s o mmes wo ¥ S5O 3 550 )
SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN PEJABAT LAIN

....................

...................
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Bagi pemeluk Agama Hindu

pada 1214 I | [ — tanggal

: _oanggal ... ST — tahun ....... dengan

meng:r?b;l é?)?g?\aggnd' sy saya, Nama ............ ?. NP coieeneeee
angka an .i..... Jabatan ... dengan n oleh

2 (dua) orang saksi, mas'ing—masing o dengan disakelka

1. Namg SRERTI I TIe L Pangkat / Golongan ........::

9. Nam TP IR . || [ Pangkat / Golongan .........:

Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Si
pil Daerah Nama ...
NIP cooeeeenes Pangkat / Golongan ........... sang diangkat berdasarkan

Keputusal Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia NOMOr ...oovverr
Tanggal ..........

penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan
mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

» Om Atah Paramiwisesa, Saya Bersumpah "

. Bahwa saya, unt_uk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

. Bahwa saya akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

. Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung kehormatan Negara,
Pemerintah dan Martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan
senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan
saya sendiri, seorang atau golongan.

. Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
- atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

- Bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk
kepentingan Negara.

Demikianiah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

‘YANG MENGANGKAT SUMPAH ' YANG MENGAMBIL SUMPAH

SAKSI-SAKS!
ROHANIAWAN PEIRBAL LA

....................
...................

Dipindai dengan CamScanner
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Bag| RengartitRopercayiin Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

pada hari_ ini .......... tanggal .

mengambil tempat di . | n,{y";"'N:):n":n cosennen tBRUN Nio dengat
L] L Ll L - e R P Ll { TR A

pangkat _;‘ Golongan .......... Jabatan .. dengan disaksikan oleh

7 (dua) orang saksi. masing-masing . o |

1. Nama e & |

Ll e Ni?} oo......Pangkat / Golongan ..........

...Pangkat / Golongan ...... ...

Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama ...

NIP e Pangkat / Golongan ... yang diangkat berdasarkan

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor ..........
Tanggal ..........

penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan
mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

Demi Tuhan Yang Maha Esa, Saya Menyatakan dan Berjanji dengan
Sungguh-sungguh *

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

- Bahwa saya akan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

. Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung kehormatan Negara,
Pemerintah dan Martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan
senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan
saya sendiri, seorang atau golongan.

. Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

. Bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk
kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah_ ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

VANG MENGANGKAT SUMPAH YANG MENGAMBIL SUMPAH
,,,,,, SRR S|
ST ——— )
" GAKSI-SAKS! ABAT LA
ROHANIAWAN P

...................
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 NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH
18

n mengucapkan syukur
pend’ fiknya pada hari ini

gaudard dalam jabatan sebngéi Peny|d|k éﬁaﬁég “egen .:?::?;aDlaz:gT\ ;:::Sara—
1. Nama
9. Nama
3. Nama

4. dan seterusnya

Kami percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya
sesuai dengan tugas yang diberikan,

Pejabat yang melantik,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Dipindai dengan CamScanner



NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH

Deﬂgﬁguair;%u;aa%‘;a?w:r?u;?r.ﬁ?‘:‘?ﬁi?t ':';:anal‘(ang Maha Esa atas Rahmat
e dalam 30a(an 5203081 Ponydk Pogaalrger S Dagran ya
, Nama
2. Nama
3. Namad

4. dan seterusnya

K an SElu'dara-Sau.-‘:ial'aal akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya
sesuai dengan tugas yang diberikan.

Pejabat yang melantik,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

;s /&

\Drs? -.;D&JADI UMAR, B.S¢
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pELAK

PIRAN I . PERATURAN DA
LAM NOMOR ERAH KABUPATEN LEBONG

TANGGAL TAHUN 2007

| . 2007

PETUNJUK PELAKSANAAN OPER
ASIONAL PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

SANAAN OPERASI
pERSIAPAN

"} Dalam sefiap pelaksanaan Persiapan Operasi agar memperhatikan :

a. Egr;chna Umum operasi yang telah ditetapkan oleh tim pembina

b. Inventarisasi data objek Peraturan Daerah yang telah disampaikan
oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kapala
Dinas/instansi yang bersangkutan.

c. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) yang

- disampaikan tirgkat kecamatan kepada PPNS yang bersangkutan.

4 Target operasi yang direncanakan untuk tahun yang bersangkutan.

2. Setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS
harus didahului rapat koordinasi dengan :

a. Persiapan personil yang meliputi :
1. PPNS yang ditugaskan.
2. Kepolisian setempat.
3. Unsur tim pembina/Pengendalian operasi PPNS.
4. Unsur staf dari dinas/instansi sebagai penunjang.

b. Persiapan Teknis meliputi :

Wilayah/lokasi operasi.

Waktu dan tanggal operasi ditentukan oleh tim pembina PPNS.
Pelaksanaan Operasi.

Sasaran Operasi.

Target Operasi dan Titik Operasi.

Bentuk Pelaksanaan Operasi.

Waktu pelaksanaan pemanggi\anIpemeriksaanlpersidangan.

N eNS

c. Persiapan Administrasi Penyidikan.
Bidang Administrasi penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum
pelaksanaan operasi adalah :
1. Surat Perintah Tugas.
2 Bentuk/model formulir yang akan dipergunakan.
3. Buku register dan administrasi pendukung lainnya.

d. Persiapan perlengkapanfakomodasi pendukung operasi antara lain
meliputi : | | ' -
1 Kendaraan/transportasl, tenda, meja/kursi dan konsumsi
seperlunya. o
2 Alat komunikasi, dan lain-lain.

e. Persiapan pembuatan laporan evaluasi.
1. Da?ampsetiap pelaksanaan operasi PPNS harus selalu
inarsigpkan laporan dan evaluasi.
2 f(lgg{jgﬁ laporan dan evaluasi dilakukan oleh PPNS kepada

inas/i i bersangkutan dengan tembusa
Kepala Dinasfinstans! yang _ a =
kegada Kepolisian setempat dan tim pembina PPNS.

Dipindai dengan CamScanner



PELAKSANAAN KEGIATAN OPERAS|
B

. al;rsnpiittLa&eprﬁE;rshzfigz operasi penegakan Peraturan Daerah oleh
O ikan :

a. Bagi PkPNSPYaﬂg akan melaksanakan tugas operasi atau
penegakan Peraturan Daerah harus benar-benar menguasai

secara teknis Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan
.teknis penyidi<an; .

Untuk mendukung huruf a diatas, tim pembina berkewajiban
melaksanakan pembinaan kepada PPNS sebelum/sesudah
pelaksanaan operasi baik yang bersifat teknis yurudis (aspek-

aspek hukum suatu peraturan daerah) maupun yang bersifat teknis
administratif;

Setiap pelaksanaan kegiatan operasi dibawah koordinasi dan
pengawasan penyidik Polri;

Pelaksanaan kegiatan operasi PPNS didampingi oleh tim pembina

PPNS dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian
operasi PPNS;

Sebelum operasi dilaksanakan agar dilakukan pengecekan kembali
kegiatan persiapan operasi sebelumnya.

2. Tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam setiap

kegiatan pelaksanaan operasi penegakan peraturan Daerah oleh PPNS
adalah sebagai berikut :

a. Setiap PPNS hanya dapat melaksanakan tugas penegakan

Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan
masing-masing.

b. Dimulainya penyidikan

1. Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan
Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu
peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk
dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai denga
Peraturan
Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.

2. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui setiap orang atau
diketahui langsung oleh PPNS yang bersangkutan;

c. Pelaksanaan Penyidikan. .

Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu

Peraturan Daerah maka langkah-langkah yang harus dilakukan

oleh PPNS adalah :

1. Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal
(KTP PPNS) yang masih berlaku. , |

s Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan
diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang
mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional
tetapi berwibawa sehingga tersangka akan memberikan

. secara jujur. o

3 ﬁ;?a?ﬂe:: interogasi di Tempat kejadian pe(‘ka_ra (TKP) guna

| mendapatkan data Yyang diperlukan dikaitkan dengan
pelanggaran Peraturan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner



4. Setelah pemeriksaan/interogasi di TKP dianggap cukup dan
ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah
melakukan pelanggaran terhadap berlakunya Peraturan
Daerah, maka segera dapat dikeluarkan/dibuatkan bukti
pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD) oleh PPNS.

d. Pengeluaran/pembuatan bukti pelanggaran Peraturan Daerah
(BPPD).

Setelah diperoleh dari subjek peraturan daerah disertai dengan

bukti-bukti di TKP adanya pelanggaran Peraturan Daerah, oleh

PPNS dapat segera dikeluarkan BPPD dengan langkah-

langkah/ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bukti bahwa tersangka telah belakukan pelanggaran Peraturan
Daerah dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar untuk
dilakukan proses lebih lanjut. :

2. Bentuk/model BPPD yang dikeluarkan tergantung pada

~ bentuk/sifa pelaksanaan opesasi. _

3. Selain dapat dikeluarkan BPPD sekaligus dapat dilakukan
penyitaan terhadap barang bukti.

e. Ketentuan Mengenai Saksi.
Terhadap pengeluaran BPPD yang berakibat tersangka harus
menghadapi di Pengadilan Negeri setempat, maka saksi-saksi
yang diperlukan/dihadirkan  adalah PPNS yang tidak
menandatangani BPPD dan mengikuti operasi, pejabat/petugas
lain dari” dinasfinstansi yang mengikuti operasi atau untur tim
pembina.

f. Penentuan Pemanggilan Tersangka
Pada saat pewmbuatan/pengeluaran BPPD sekaligus ditentukan
kapan dan dimana tersangka akan diperiksa lebih lanjut.

g. Penyitaan Barang Bukti
Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah
dapat dilakukan tindakan hukum yang berupa penyitaan terhadap
barang bukti,dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyitaan barang bukti harus ada hubunganya dengan
pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang
berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk
melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang
dilakukan;

2. Barang bukti yang disita harus dicatat dalam BPPD dengan
menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya.
Untuk keamananya dapat pula barang bukti dimaksud
dilakukan pemotretan untuk selanjutnya diikat menurut jenisnya
masing-masing dan diberi Label serta disegel;

3. Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan dikantor
Dinas/Instansi PPNS yang bersangkutan;

" 4. Dalam hal kantor Dinas/Instansi dari PPNS yang bersangkutan
tidak memungkinkan untuk penyimpanan barang bukti, maka
penyimpanannya dilakukan ditempat semula ketika barang
bukti disita dan untuk pengamanannya diikat dan diberi label,
dilak serta dicap (stempel lak), sehingga
pengambilan/pengrusakan barang bukti akan dapat diketahui
oleh PPNS yang bersangkutan;
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5. Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari
PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk
dipakai/dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS.

h. Laporan Pelaksanaan Operasi
PPNS pada setiap akhir pelaksanaan operasi harus menyampaikan
Rekapitulasi Laporan, kepada Kepala Dinas instansinya dengan
tembusan kepada Tim Pembina PPNS.

C. PENINDAKAN (PEMANGGILAN/PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN)

Penindakan yang meliputi kegiatan Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara
merupakan akhir dari kegiatan pelasanaan operasi PPNS.

Pelaksanaan Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian dilakukan
sesuai dengan hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan pada saat
pelaksanaan operasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan pada penindakan antara
lain :

1. Sebelum Pelaksanaan Pemeriksaan :
a. PPNS yang akan melakukan pemeriksaan harus hadir terlebih
dahulu sebelum tersangka hadir pada jam dan tempat yang telah
ditentukan;

b.  Ruang yang akan dipergunake:n untuk ‘melakukan pemeriksaan
terhadap tersangka telah dipersiapkan dan dilengkapi
kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan;

c. Peraturan Daerah, yang menjadi dasar PPNS, KUHP dan
peraturan perundangan lainnya;

d. Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan unsur-unsur Pasal
Pelanggarannya.

2. Kepribadian PPNS
Setiap PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
harus memiliki kepribadian antara lain :
a. Percaya diri sendiri, sabar dan dapat mengendalikan diri;

b. Mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;

c. Tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan
sakwasangka,

d. Memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat,
obyektif, khussnya dalam menjlai dengan tepat dan bertindak
cepat, obyektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan yang
diperiksaltersa’ngka pada waktu menjawab; '

e. Tekun, ulet, kreatif dan mampu mengembangkan inisiatif;
f. Bagi PPNS yang belum siap mental/masih ragu-ragu dalam
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat meminta

bantuan kepada PPNS dan atau Tim Pembina PPNS untuk
mendampingi/membantu dalam melakukan pemeriksaan.
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3. Pelaksanaan Pemeriksaan
Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan
bentuk/sifat operasi yang telah ditentukan yaitu :
a. Yang bersifat Non Yustisi '
Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :
1. Teliti indentitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan
cara pengecekan / pemeriksan kartu identitas yang dibawa
(misalnya KTP, SIM atau lainnya).

2. Tunjangan hak-hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan
Hukum  (Penasehat Hukum/Pengacara) atas tuduhan
pelanggaran tersebut.

3. Setelah melakukan wawancarafinterview yand mengarah pada
pelanggaran Peraturan Daerah, baru kemudian dllqkukan
interogasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan
tersangka seperti yang dipersiapkan sebelumnya.

4 Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan
untuk meneliti dan membaca/dibacakan dengan bahasa yang
mudah dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta
membuat Surat Pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai

bukti/dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.

5. Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan
bardng, maka jika pemeriksa dianggap cukup selesai barang
bukti harus segera dikembalikan lagi kepada tersangka
dengan dibauatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukdi.

b. Yang bersifat Yustisi

Apabila pelaksanaan operasi telah ditentukan bersifat Yustisi,

maka pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan

pelanggarar, terhadap sugh pelanggaran terhadap suatu

Peraturan | aerah telah dilakukan pada saat pelaksanaan operasi

di lapangar:. .-

Hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNS ditempat

tugas/instansi adalah :

1. Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kepada
Ketua Pengadilan Negeri dan atau Kepala Kejaksaan Negeri
setempat melalui Kepala Kepolisian Setempat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Dalam Surat Pengantar dimaksud dilampiri BPPD yang telah
dikeluarkan beserta barang bukti jika dilakukan penyitaan.

3. Untuk Perkara Pelanggaran apabila tersangka lebih dari 1
(satu) orang dibuatkan daftar tersangka dan dilampirkan dalam
surat pengiriman berkas perkara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

4. Bagi PPNS, unsur staf Dinas/Biro, unsur Tim Pembina yang
menjadi saksi diwajibkan hadir di Pengadilan Negeri setempat
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

5. Saksi yang telah ditetapkan disamping. harus mengikuti
operasi juga diharapkan mengetahui ketentuan pokok
Peraturan Daerah yang bersangkutan;

6. Setelah putusan Pengadilan Negeri, PPNS yang menangani
perkara tersebut harus mengambil Putusan Pengadilan dan

menyampaikan foto copynya kepada Tim Pembina PPNS:
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7. Apablla pada waktu harl sidang yang telah ditentukan
tersangkn tidak hadlr, maka PPNS harus melaksanakan
koordinasi dengan Panitera Pengadilan yang bersangkutan
untuk dilakukan pemanggllan kemball sesual ketentuan yang
borlaku

p. PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI

Pada prinsipnya Operasi yustisi dilakukan dengan sistem peradilan ditempat
dan pada saat itu pula kepada lersangka yang terbukti telah melakukan
pelanggaran akan  diputus/diadili oleh Hakim yang mengadill perkara
tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan operasi adalah :

1. Dilnksanakan dengan bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) yang terdiri dari
PPNS dan unsur/personil pendukung secara lengkap;

rJ

- PPNS harus menguasai dala awal dan target operasi yang menjadi
sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan
administrasi dan sarara pendukung lainnya,

1
3. Tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperhatikan saat itu juga
dibawa/dihadiri di tempat pelaksanaan sidang (posko) dan jika periu
sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti;

4 Barang bukti yang telah disita diupayakan dibawa ketempat sidang dan
jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan ditempat semula,
sambil menunggu vonis/putusan Pengadilan apakah parang bukti
dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan;

5 Jika terbukti terjadi pelanggaran umum tersangka tidak ada ditempat,
maka PPNS harus mengeluarkan Surat Panggilan dan selanjutnya
diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

6. Jika tersangka adalah anggota TNI/POLR! maka diserahkan kepada
Polisi Militer/Provost;

7. Apabila dalam pelaksanaan di lapangan Kepala UKL menemui

hambatanipermasa\ahan yang tidak dapat diselesaikan/ditangani maka

Kepala UKL dengan alat komunikasi yang ada segera mengadakan
koordinasi dengan Kepala Posko untuk segera diteruskan kepada Kepala
Operasi,

8 Setelah tugas dil: pangan dinyataka‘n selesai sesuai dengan batas waktu
yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera kembali ke Posko untuk
penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada
Kepala Posko;

9. Menyiapkan administrasi penyidikan sebagali kelengkapan pelaksana
sidang;

10 Melaksanakan putusan Hakim untuk menutup, membongkar atau
memusnahkan parang bukti.

. PERSONALIA OPERASI YUSTISI

Dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi terdiri atas satuan organisasi
sebagai berikut :

1, Kepala Operasi;

2 Wakil Kapala Operasi;

Dipindai dengan CamScanner




3. Kepala Sekretariat Operasi;
, : ' !
4. Kepala Pos Komando;|
5. Kepala Satuan Tugas Operasi:

6. Kepala Unit Kecil Lengkap terdiri dari unsur :
PPNS;
- Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

Polisi Militer (PM) dan Provost POLRI;
Unsur Sekretariat.

ao oo

7. Hakim, dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi setempat;

8. Jaksa dari Kejaksaan Negeri selempat;

8. Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

. EVALUASI DAN LAPORAN

1. EVALUASI -~
Kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi meliputi :

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasi meliputi :
1. Sebelum dilaksanakan operasi;
2. Selama kegiatan/pelaksanaan operasi:
3. Sesudah pelaksanaan operasi.

b. Evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya Peraturan Daerah, baik
yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis
pelaksanaannya.

c. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan PPNS.

d. Evaluasi terhadap ketiga bentuk/jenis evaluasi di atas (a,b, dan c)
dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS dan atau Dinas/Instansi yang
memiliki PPNS secara terkoordinasi.

2. LAPORAN _
Kegiatan laporan dalam rangka pelaksanaan tugas operasi PPNS dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

a. Laporan hasil operasi disampaikan oleh PPN$ kepada Kepala

Dinas/Instansi.
1

b. Laporan hasil femeriksaan disampaikan kepada Gubernur, Bupati.

c. Pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud butir a. dan b,
-disampaikan setelah pelaksanaan operasi dilakukan dengan

ketentuan :

1. Semua obyek/sasaran Yyang ditemul;an di lapangan harus
" dicatat/diinventarisir (baik yang terbukti melakukan pelanggaran
maupun tidak terbukti melakukan pelanggaran),
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2 ?algi telgsakngka yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat
ngg :esaregéster perkara yang telah ditentukan sesuai nomor
’ gkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran

namun terkenafterjaring Operasi tetap di .
: rin icatat dalam Laporan Hasil
Operasi (LHO) tetapi tidak diberikan Eomor BPPD.m .
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2. Bagi tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat
dalam buku register perkara yang telah ditentukan sesual nomofr
BPPD. sedangkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran
namun terkena/terjaring operasi tetap dicatat dalam Laporan Hasil
Operasi (LHO) tetapi tidak diberikan nomor BPPD
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